
 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30

BAB III

DINAMKA POLITIK NU PASCA KHITTAH 1926 TAHUN 1984-1987

A. NU Kembali ke Khittah 1926

Nahdlatul Ulama (NU) yang lahir pada tanggal 31 januari 1926 di kampung

Kertopaten Surabaya38, Merupakan hasil jerih payah pemikiran para tokoh Ulama

dalam mewujudkan sebuah jam’iyyah dinniyah (Organisasi Keagamaan) yang

sesuai dengan tradisi yang ada di Indonesia. Latar belakang berdirinya NU

berkaitan erat dengan dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik

dunia Islam kala itu.39 Pada tahun 1924, Syarif Husein, Raja Hijaz (Makkah) yang

berpaham Sunni ditaklukan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi.

Diangkatnya Abdul Aziz bin Saud sebagai raja Hijaz membuat peraturan

pelarangan semua bentuk amaliah keagamaan ala Sunni yang sudah menjadi tradisii

di arab dan digantinya dengan tradisi keagamaan model wahabi.

KH. Ahmad Siddiq menilai kehadiran NU merupakan upaya untuk

melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang sudah dianut jauh sebelumnya,

yaitu paham Ahlussunnah wa Al-jamaah (Aswaja).40 Sedangkan Mansur

Suryanegara berpendapat bahwa berdirinya NU dipengaruhi oleh kondisi politik

dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang

38Choirul Anam,Pertumbuhan dan Perkembangan NU(Surabaya:Bisma Satu,1999), 3.
39Soeleiman fadeli dan Mohammad Subhan, Antologi NU, Sejarah-istilah, Amaliah-Uswah
(surabaya:Khalista, 2007), 1.
40Ahmad Siddiq, Khittah Nahdliyyah (Surabaya: Balai Buku, 1980), 11.
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ditampakkan dalam wujud gerakan Jam’iyyah (Organisasi) dalam menjawab

kepentingan nasional, dan dunia islam pada umumnya.41

Dari latar belakang berdirinya NU sendiri sudah ada muatan politik yang

mengharuskan para kiai dan tokoh NU turut serta didalam permainan politik

tersebut.  Dalam pertumbuhan dan perkembangannya tokoh NU selalu terlibat

dalam urusan politik demi terwujudnya cita-cita negara dan agama Islam. seperti

keterlibatan KH. Wahid Hasyim dalam BPUPKI dan KH. Hasyim Asyari dengan

fatwa jihad memerangi penjajah untuk membebaskan indonesia dari penjajah.

NU yang berubah haluan dari organisasi yang bergerak dibidang sosial

keagamaan menjadi partai politik pada muktamar ke 29 dipalembang pada tahun

1952. Pada muktamar ke 29 tersebut NU juga merubah AD/ART yang awalnya

organisasi NU bernama Jam’iyyah dirubah menjadi partai politik NU. Dari

perubahan tersebut menandakan bahwa NU benar-benar ingin memperlihatkan

kekuatan politik yang dimiliki, apalagi setelah merasakan kekecewaan ketika

bergabung dalam tubuh Masyumi.

Tujuan partai NU dijelaskan oleh Choirul Anam dalam bukunya

Perkembangan dan Pertumbuhan NU adalah NU ingin menegakkan dan

membentuk masyarakat Islamiyah, menganut paham perdamaian, menginginkan

terciptanya negara hukum yang berkedaulatan rakyat.42 Dengan berpolitik,

merupakan alat yang paling efektif untuk ikut menentukan keputusan-keutusan

41Ahmad Mansur Suryanegara, “NU Lahir untuk Menjawab Tantangan Politik”,Harian Sinar
Harapan(30 Januari 1985).

42Anam. Pertumbuhan dan Perkembangan NU. 246.
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pemerintah dengan tujuan akhir adalah demi kemaslahatan umat islam khususnya

dan masyarakat Indonesia secara umum.

Tidak lama setelah NU mendeklarasikan menjadi partai politik, NU harus

menghadapi permasalahan terkait pemilu yang akan diadakan tahun 1955. Dalam

waktu yang cukup singkat untuk mempersiapkan segalanya termasuk tenaga

professional dalam tubuh NU dan kultur sebagai jami’iyyah diniyah yang masih

melekat dalam tubuh NU meski sudah menjadi partai politik.

Dalam menghadapi pemilu 1955 itu, NU menghadapi tantangan yang berat;

pertama, Massa NU sendiri diperkirakan masih terbagi/ terpecah menjadi dua:

mereka yang cenderung memilih NU dan mereka yang masih tetap akan memilih

Masyumi, dan kedua strategi kampanye yang semula mengambil tema sentimen

agama sama dengan Masyumi. Artinya, tidak ada perbedaan prinsipil antara kedua

organisasi itu.43

Pemilu tahun 1955 merupakan momen penting bagi NU untuk

membuktikan basis massanya cukup besar dan kuat. Hasil pemilu tahun 1955 yang

diperoleh sungguh diluar dugaan. Dalam waktu kurang lebih tiga tahun, NU mampu

menunjukkan kekuatan dalam perolehan suara dan menempati posisi ke tiga di

bawah PNI, Partai Masyumi dan berada diatas PKI. Seperti yang terlihat dalam

tabel 1.

43Laode Ida, Anatomi Konflik NU Elite Islam dan Negara (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996),
24.
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Tabel 1.44 Hasil Pemilu 1955

Nama Partai Jumlah Suara

yang diperoleh

Persentase Jumlah Kursi di

Parlemen

PNI

MASYUMI

NU

PKI

LAIN-LAIN

8.434.653

7.903.886

6.955.141

6.176.914

8.314.705

22.3

20.9

18.4

16.4

22.0

57

57

45

39

59

Dari prestasi perolehan suara NU yang termasuk partai baru memang sangat

menabjubkan, dan menjadikan NU sebagai partai yang kuat. Nu yang biasanya

hanya mengisi pemerintahan dalam bidang agama saja ternyata setelah pemilu

pertama tahun 1955 Nu banyak mengisi posisi menteri seperti menteri sosial,

menteri keagamaan, menteri perekonomian dan menteri dalam negeri. Dari posisi

yang berhasil ditempati oleh tokoh-tokoh NU, membuat NU semakin bisa

mengendalikan arah pemerintahan. Peranan politik NU semakin besar ketika partai

Islam terbesar di Indonesia yakni Masyumi dibubarkan oleh pemerintah karena

keterlibatanya dalam pemberontakan PRRI dan sifatnya yang selalu berseberangan

dengan pemerintahan Soekarno.

44Kacung Marijan, Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926 (Jakarta: Erlangga,1992), 74.
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Pada tahun 1960-an NU dihadapkan dengan permasalahan komunisme yang

dilakukan oleh PKI. NU berusaha untuk mengahadang gerak langkah PKI dengan

berbagai gerakan tandingan baik di sisi kepemudaan, pertanian, kebudayaan dan

lain-lain.

Beberapa aktivis muda NU juga melakukan bebrapa aksi untuk menangkal

dan memberantas komunisme di Indonesia. Tokoh Muda NU yang tampil berani

adalah Subhan Zainuri Erfan atau biasa di sebut Subhan ZE dengan memelopori

pembentukan gerakan Kesatuan Aksi Pengganyangan Gestapu (KAP-Gestapu),

yang kemudian menjadi Front Pancasila yang didukung oleh wakil-wakil dari NU,

PSII, Katholik, IPKI, Parkindo, Perti, PNI, Muhammadiyah, Soksi, dan Gasbindo.45

KAP-Gestapu yang dipimpin oleh Subhan ZE terus melakukan demonstrasi besar-

besaran anti PKI dengan mengerahkan ribuan masa.

Dari rentetan masalah yang terjadi di Indonesia, muncullah kemudian

dualisme kepemimpinan dalam negara yaitu antara Soekarno dan Soeharto yang

memperoleh mandat berupa Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret).46 Dengan

mandat Supersemar yang diterima Soeharto berujung pada pemberhentian jabatan

presiden Soekarno dan naiknya Soeharto menjadi presiden menggantikan

Soekarno.

Peralihan pemerintahan dari rezim Soekarno ke rezim Soeharto merupakan

babak baru perpolitikan di Indonesia. Selang tiga tahun pemilu diadakan kembali

45Bahrul Ulum, Bodohnya NU apa NU Dibodohi, Jejak Langkah NU Era Reformasi: Menguji
Khittah, Meneropong Paradigma Politik (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), 78.

46Ibid., 79.
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tepatnya pada 3 juli 1971 yang diikuti sembilan partai dan satu golongan karya

(Golkar). NU tetap menjadi partai Islam terkuat dalam pemilu tahun 1971 dengan

memperoleh 58 kursi dan menempati urutan kedua setelah Golkar. Tetapi NU harus

kehilangan tradisi duduk di Departemen Agama karena pasca pemilu 1971

Departemen Agama dipegang oleh Fakih Usman dari Muhammadiyah.

Sejak tahun 1973, pemerintah Orde Baru “menertibkan” partai-partai

peserta pemilu, dari 10 partai peserta pemilu 1971, disederhanakan menjadi dua

partai: partai-partai yang berasas Nasionalisme dilebur ke dalam Partai Demokrasi

Indonesia (PDI), sedangkan partai partai yang berasas Islam dilebur menjadi Partai

Persatuan Pembangunan (PPP). Partai NU tidak diakui lagi dan diharuskan melebur

ke dalam PPP. Sedangkan Golongan Karya (Golkar), tidak diakui sebagai partai,

tapi diperbolehkan sebagai salah satu kontestan pemilu.47

Dengan peraturan multipartai yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru

ini memaksa NU bergabung ke dalam PPP bersama Parmusi, PSII, dan Perti

sedangkan yang masuk ke dalam tubuh PDI adalah PNI, Parkindo Partai Katolik,

IPKI dan Murba.48 Berfusinya NU ke dalam tubuh PPP  membawa dampak buruk

bagi NU banyak politisi NU yang disingkirkan dalam kepengurusan NU. Yang

akhirnya NU mengambil sikap melepaskan diri dari PPP dan meninggalkan politik

praktis.

47Fadeli dan Subhan, Antologi NU, Sejarah-istilah, Amaliah-Uswah. 20.
48Andree Feillard, NU vis-a-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna (Yogyakarta: Lkis,

1999), 171.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

36

Salah satu konflik yang muncul dalam ketika NU bergabung di PPP adalah

masalah kepemimpinan dan budaya politik. Ketika naiknya H.J. Naro menjadi

pucuk pimpinan di PPP menggantikan H. MS. Mintaredja. Ketika PPP dibawah

pimpinan H. MS. Mintaredja bisa dikatakan dalam tubuh PPP hampir tidak ada

konflik karena tipe kepemimpinannya lebih bersifat demokrasi sedangkan tipe

kepemimpinan H.J Naro cenderung lebih Otoriter.  Sedangkan dalam masalah

budaya politik, memiliki orientasi berbeda dari masing-masing unsur yang

megakibatkan perselisihan pendapat. Orientasi budaya politik NU bersumber pada

pada tadisi pesantren yang memiliki jalinan erat antara guru dengan murid. Sebagai

referensinya adalah ajaran islam, khususnya Fiqh.49

Akibat kekecewaan yang dirasakan tokoh-tokoh NU akhirnya NU

memberanikan untuk keluar dari PPP dan pada muktamar NU ke 27 di situbondo

pada tahun 1984 NU menyatakan kembali ke Khittah 1926. Dengan berakhirnya

transformasi sosial politik itu, NU memasuki babak baru yakni meninggalkan

segala macam bentuk politik praktis dan mngembalikan tujuan awal berdiri yang

bergerak dibidang keagamaan, pendidikan sosial dan bidang-bidang yang yang

menyentuh kesejahteraan dan nasib warga indonesia, khususnya warga NU.

Khittah NU pada tahun 1984 merupakan gagasan yang sudah lama muncul.

Mulai tahun Muktamar ke 22 tahun 1959, gagasan itu muncul dari KH. Achyat

Chalimi yang menganggap bahwa peranan politik NU sudah hilang dan

penyalahgunaan partai sebagai alat politik. Gagasan serupa, untuk kembali ke

49Marijan, Quo Vadis NU, 119.
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Khittah 1926, muncul pada Muktamar NU ke 25 di Surabaya. Ketika itu, dalam

pidato Iftitah-nya, Rois Aam PBNU K.H. Wahab Hasbullah mengajak para

muktamirin untuk kembali ke Khittah 1926.50 Gagasan Khittah NU 1926 berlanjut

pada Muktamar ke 26 di semarang dan pada tanggal 18-21 Desember 1983 pada

Munas Alim Ulama di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah, situbondo. Dan pada

akhirnya Khittah NU diputuskan pada Muktamar ke 27 di situbondo pada tahun

1984.

Muktamar NU ke 27 ini merupakan titik balik dari kegiatan NU selama ini.

Gelanggang politik praktis segera ditinggalkan da segera memasuki gelanggan

sosial keagamaan yang sebelumnya relatif terbengkalai. Muktmamar ini pula titik

balik hubungan dengan pemerintah terjadi. Kalau sebelumnya NU sepertinya

menjaga jarak dengan pemerintah, maka pada muktamar ini –dan bahkan terlihat

pada Munas- NU pendekatan kembali dengan pemerintah. Indikator ini, misalnya,

terlihat dari kesediaan presiden Soeharto membuka muktamar dan hadirnya

sejumlah menteri memberikan sambutan.51

Muktamar di situbondo juga memutuskan menerima pancasila sebagai asas

tunggal. NU membuat deklarasi mengenai hubungan pancasila dengan Islam

(Ahlussunnah Wal jamaah) yang sebelumnya dianut sebagai asas organisasi.

Deklarasi itu meliputi lima butir, sebagai berikut:

50Ibid., 133.
51Ibid., 148.
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1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesiabukanlah

agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk

menggantikan kedudukan agama.

2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia

menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila

yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.

3. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah aqidah dan Syari’ah, meliputi aspek

hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.

4. Penerimaan dan pengamalan pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat

Islam Indonesia untuk menjalankan Syariat agamanya.

5. Dari konsekuensi dari sikap diatas, Nahdlatul Ulama berkewajiban

mengamankan pengertian yang benar tentang pancasila dan pengamalannya

yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.52

Kembalinya NU ke Khittah juga berdampak besar terhadap internal NU

salah satunya adalah munculnya hubungan yang harmonis anatara para intelektual

muda NU dengan para kiai sepuh untuk memimpin NU sebagai kombinasi untuk

membawa perubahan dalam tubuh NU. Ini merupakan titik balik dari jalinan

kepemimpinan sebelumnya Tanfidziyah lebih banyak di isi oleh politisi.

B. Munculnya Generasi baru dalam Kepengurusan PBNU

Muktamar NU ke 27 yang berlangsung di Situbondo merupakan langkah

awal kembalinya NU menjadi organisasi sosial keagamaan setelah sekitar 35 tahun

52PBNU, Nahdlatul Ulama kembali ke Khittah 1926 (Bandung: Risalah, 1985), 50-51.
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masa kemerdekaan terlibat secara substantif di kancah politik praktis. Selain

menghaslkan keputusan yang menyatakan NU kembali ke Khittah 1926, pada

muktamar tersebut juga memunculkan generasi baru yang usianya tergolong muda

untuk memimpin NU di tingkat Tanfidziyah.

Pada muktamar Situbindo keluar nama Abdurahman Wahid sebagai ketua

umum PBNU mengantika Idham Kholid yang sudah 32 tahun memimpin PBNU

yang waktu itu usia Abdurrahman Wahid masih tergolong muda yakni 43 tahun.

Selain Abdurrahman Wahid banyak tokoh NU muda yang masuk dalam struktur

kepngurusan NU seperti nama Mahbub Djunaid, Fahmi D. Saifuddin, Rozi Munir,

Cholid Mawardi, Ghafar Rahman dan pengurus lainnya.

Pada dekade 1980-an keompok muda pembaharu NU semain memperleh

tempat di dalam masyarakat uar NU. Setidaknya ada dua fenomena penting dalam

perembanan gerakan pembaharuan itudi era 1980-an yang menjadikan mereka

semakin memperoleh tempat baik di dalam NU sendiri maupun di luar.

Pertama, di dalam NU sendiri boleh dikatakan sebagai awal dari

kemenangan kelompok progresif ini, yang ditanai dengan tampil atau terpilihnya

Gus Dur sebagai Ketua Tanfidziyah PBNU melalui muktamar situbondo tahu 1984,

dengan KH. Ahmad Siddiq sebagai Rais Aam-nya. Kedua figur itu sekaligus

mengekspresikan bersandingnya generasi muda NU dengan kyai tua yang disegani,

yang secara relatif satu pemikiran dalam kaitan dengan upaya-upaya perubahan

yang dikehendaki. Adapun yang terpenting dalam momentum itu adalah

diterimanya gagasan-gagasan utama untuk mengembalikan NU ke garis

perjuangannya semula, yang kemudian dikenal dengan istilah kembali ke Khittah
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1926 itu. Kedua, pada tahun 1980-an terjadi perkembangan yang semarak dalam

gerakan LSM di Indonesia,baik LSM yang bergerak ada pengembangan partisipasi

masyarakat dalam program pembangunan maupun LSM yang bergerak khusus

dalam advokasi atau penyadaran hak-hak rakyat (pengembangan sikap kritis

masyarakat terhadap negara dengan cara menubuhkan kesadaran akan HAM,

politik dan ekonomi).53

Kaum muda NU yang ingin melakukan pebaharuan dalam NU merupakan

golongan yang kritis dalam menghadapi kebijakan pemerintah karena memang

kaum muda NU banyak yang menempati posisi strategis dalam partai politik.

Keinginan untuk melaksanaka poitik yang sehat dalam tubuh NU juga timbul

karena kekecewaan yang dirasakan ketika bergabung di PPP.

Tampilnya kombinasi kaum muda dan kyai sepuh diharapkan bisa menjadi

kekuaan baru dalam NU dalam menyaukan asprasi semua kalangan NU ternyata

ida sepenuhnya berhasil karena tida selamanya ide-ide pembaharuan bisa diterima

dan dilakukan. Perbedaan pendapat yang sering muncul adalah persoalan politik

dan penafsiran-penafsiran tentang Khittah NU 1926.

KH. Ahmad Siddiq menjelaskan bahwa lebih baik masyarakat tidak

melakukan kegiatan politik secara langsung melainkan bekerja dengan baik.

Menurutya, kegiatan sosial dan dakwah lebih penting. Karena itu oang NU lebih

baik bekerja untuk memajukan masyarakat, dan bukanna berusaha mendapatkan

kekuasaan. NU berjuang lewat masyarakat, bukan lewa kekuasaan. Bagaimanapun

53Laode Ida, NU Muda Kaum Progresif dan Sekularisme baru(Jakarta: Erlangga, 2004), 16-17.
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juga kenyataan bahwa negara ini adalah negara pancasila membuat kiai ini

mengajak rakyat untuk bekerja dtengah masyarakat.54

Sedangkan menurut Gus Dur, NU kini sebaiknya berusaha masuk ke segala

lingkungan dan kesemua partai: “NU harus berada disemua tempat, di dalam

angkatan bersenjata, di PDI, di Golkar, di PPP: kita harus berada disemua tempat”.55

Dengan demikian, Khittah digunakan sebagai sarana menciptakan suatu landasan

yang kuat yang justru dapat menambah bobot NU dipanggung politik.

C. Ketegangan Poltik NU dan PPP

Mengubah orientasi dari politik praktis kearah sosial kemasyarakatan, dari

yang serba struktural menjadi kultural, memang tidak gampang. Lebih mudah

mengubah bentuk dari parpol (partai politik) menjadi ormas atau jam’iyah. Inilah

kendala awal yang dihadapi  oleh NU ketika organisasi para ulama ini memutuskan

kembali ke Khittah.56

Keputusan NU kembali ke Khittah 1926 merupakan langkah untuk

melepaskan diri dari urusan politik dan menyatakan sikap netral terhadap partai

politik manapun. Warga NU bebas memilih partai yang diinginkan yang dirasa bisa

membawa perubahan bagi tubuh NU dan bangsa Indonesia.

Untuk menjamin dihormatinya kenetralan yang baru ini lalu diambil

tindakan-tindakan pencegahan. Larangan jabatan rangkap dibidang politik dan

sosial yang dikeluarkan di Situbondo, diterapkan mulai tanggal 11 januari 1985

melalui sebuah keputusan PBNU. Keputusan ini memberikan waktu satu tahun bagi

54Feillard, NU vis-a-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna. 264.
55Ibid., 265.
56Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulam, 322.
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para pengurus daerah untuk menentukan pilihan mereka antara karier politik atau

sosial, dan dua tahun bagi para pengurus tingkat kabupaten.57

Dalam urusan perangkapan jabatan PBNU membuat SK No. 01/PBNU/I-

1995, 11 januari 1985 yang isinya:

1. Pengurus Harian Nahdlatul Ulama tidak diperkenankan meragkap menjadi

pengurus harian partai politik/organisasi sosial manapun.

2. Batas waktu pelaksanaan tersebut pada angka 1 (satu) diatas adalah satu tahun

untuk wilayah dan dua tahun untuk cabang.

3. Kepada pengurus wilayah dan cabang NU diseluruh Indonesia supaya

mengambil langkah-langkah kearah pelaksanaan keputusan itu.58

Adanya Muktamar NU ke 27 di Situbondo dan SK yang dikeluarkan oleh

PBNU pada 11 januari 1985 tentang perangkapan jabatan merupakan pemutus

tali hubungan NU dengan PPP secara organisatoris. Tidak bisa dipungkiri bahwa

sebelum NU memisahkan diri, banyak ulama-ulama NU yang menjadi dewan

Majlis Syuro (dewan penasehat) dalam tubuh PPP dan sebagai penyokong utama

dalam PPP.

Kepemimpinan Naro yang dinilai otoriter dan sangat merugikan NU

merupakan awal kekecewaan yang dirasakan NU sebelum memutuskan untuk

keluar dari PPP. Puncak kekecewaan itu adalah pada Muktamar PPP, 1984, di

Ancol. Tokoh-tokoh NU idealis digusur dari kepengurusan. Hanya tokoh-tokoh

realis yang masih dipertahankan. Itupun jumlahnya berkurang dan pada

57Feillard, NU vis-a-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna, 266.
58Marijan, Quo Vadis NU, 157.
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perkembangan berikutnya ada yang dtendang. Dan yang dipandang paling

merugikan NU adalah digusunya lembaga Majlis Syuro, yang sebelumnya

banyak diduduki oleh Ulama-ulama NU.59

Kekecewaan NU terhadap Naro tetap ada meskipun NU sudah keluar dari

PPP dan adanya keputusan kembali ke Khittah 1926. Bahkan NU tetap berniat

untuk menggulingkan Naro dari puncak kepemimpinan di PPP. Salah satu tokoh

NU yang juga berniat menggulingkan kekuasaan Naro adalah KH. As’ad

Syamsul Arifin , pada juni 1985 Kiai As’ad menyampaikan maksudnya kepada

mendagri Supardjo Rustam bahwa Naro harus keluar, kalau dipetahankan, bukan

sebagai figur dominan. Selain menghimbau pemerintah agar menggunakan

kekuasaanya untuk membenahi NU dan agar jabatan sekjen diberikan kepada

orang NU.60

Tantangan yang paling sulit dihadapi NU setelah Khittah dan keluar dari

PPP adalah meyakinkan warga NU dan pemerintah bahwa NU sudah

memisahkan diri dari PPP secara struktural dan organisasi sosial politik

manapun. Hal ini disebabkan masih banyak tokoh-tokoh NU yang masih duduk

di PPP seperti H. Imron Rosadi, Imam Sofwan, Kiai Syansuri Badawi, dan

tokoh-tokoh lain.

Upaya untuk meyakinkan pemerintah bahwa NU sudah keluar dari PPP

dan netral dari organisasi politik manapun dilakukan dengan ”aksi

59Ibid., 159.
60Ibid., 159.
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penggembosan”.61 Aksi penggembosan banyak dilakukan didaerah yang

memiliki basis NU yang sangat besar seperti di di jawa timur.

H. Mahbub Djunaidi, H.M. Yusuf Hasyim, H. Safi’i Sulaiman, KH.

Sohib Bisri, H. Hasyim Latief, KH. Imron Hamzah dan beberapa nama kiai

lainnya, merupakan nama-nama para “pengembos” yang banyak melakukan

aksinya dibasis-basis NU. Aksi semacam ini ini mulai dilakukan setahun

sebelumnya. H. Safii Sulaiman misalnya, telah melakukannya sejak 20 Agustus

1986, dalam acara penutupan konferensi Cabang NU Lumajang. Ketika itu ia

berkata, “NU bukan PPP, bukan Golkar, bukan pula PDI”. Aksi penggembosan

ini dilakukan dalam bentuk pengajian-pengajian.62

Dalam berbagai kajian yang dilakukan untuk menyikapi aksi

penggembosan ini justru menguntungkan satu partai yakni Golkar. Dalam

Bahtsul Massail yang dilakukan oleh pondok-pondok pesantren se-Daerah

Istimewa Yogyakarta yang menyimpulkan bahwa Golkar pantas untuk dipilih

dalam pemilu karena dirasa bisa membawa manfaat bagi bangsa dan umat Islam.

Selain dalam bentuk ceramah dan pengajian yang dilakukan dalam aksi

penggembosan, PBNU juga menggunakan sebuah instruksi untuk tidak memilih

PPP. Sebuah instruksi PBNU yang untuk menghadapi Pemilu 1987, yang

ditandatangani oleh K.H. As’ad Syamsul Arifin, K.H. Achmad Siddiq, H.

61Istilah penggembosan berasal dari kata “kempes” yang dipinjam oleh Mahbub Djunaidi dan
Nurcholis, yang pernah menyatakan alasannya berkampanye untuk PPP, karena “ibarat ban dan
mobil kekuatan demokrasi yang lain itu banyak bagus-bagus. Sedang PPP itu kempes”, istilah ini
kemudian dipakai oleh Mahbub Djunaidi untuk keperluan ngempesin ban “PPP”, Bahrul Ulum,
Bodohnya NU apa NU Dibodohi, Jejak Langkah NU Era Reformasi: Menguji Khittah, Meneropong
Paradigma Politik. 97.
62Marijan, Quo Vadis NU, 162.
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Abdurrahman Wahid dan H.M. Anwar Nuris, 16 April 1987. Yang berisikan

tujuh hal penting:

1. Seluruh warga NU, baik aktivis/fungsionaris maupin anggota biasa/

simpatisan dimanapun berada dilarang/Haram mencoblos gambar

Bintang/PPP pada pemilu 23 April 1987 nanti.

2. Seluruh warga NU tersebut tadi dilarang/Haram menjadi Golput.

3. Diperintahkan kepada seluruh warga NU untuk menyalurkan aspirasi

politiknya kepada salah satu dari Golkar atau PDI dengan landasan

akhlakulkarimah.

4. Agar pengurus Jamiyah Nahdlatul Ulama disegala tingkatan meningkatkan

kerja sama dengan aparat pemerintah dan pelaksana Pemilu, terutama dalam

rangka mengadakan pendataan terhadap aktivis/fungsionaris serta warga NU

yang selama masa kampanye aktif mendukung PPP, baik tenaga, harta

maupun dalam wujud tingkah laku, lebih lagi yang bersifat memfitnah dan

mendikreditkan ulama dan jamiyah itu sendiri

5. Agar para AlimUlama menggerakkan dan meningkatkan gerakan batin, baik

dalam sholat hajat, istighosah maupun pembacaan hizib dan doa. Bukan saja

untuk meningkatkan taqarub kita kepada Allah SWT, tetapi lebih dari itu

gerakan inti Ulama yang terselubungkan PPP segera mendapatkan

penyelesaian dari Allah AWT sesuai dengan upayanya slama ini.

6. Agar pengajian-majlis taklim dan kegiatan keagamaan yang

diselelnggarakan- dilakukan oleh Jamiyah Nahdlatul Ulama setelah Pemilu
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1987 tidak lagi melibatkan warga NU yang termasuk data pada butir 4

(empat) diatas.63

Selain instruksi dari PBNU ada penggembosan yang dilakukan dengan

syair yang isinya juga hampir sama yakni menginginkan warga NU untuk tidak

memilih PPP dalam acara pengajian di berbagai kesempatan. Isi syair tersebut

berbunyi:

“SYAIR PENGGEMBOSAN”
Ono bumi taline tampar
Ono buku kanggone nggambar
Ono NU ono Muktamar
Dukungan NU nang PPP iku wes buyar

Biyen gagah saiki pincang
Main bola kena sepatu
Biyen ka’bah saiki bintang
Karena itu aku tak mau

Ono tampar jaran dicancang
Ono pupuk, bahane kompos
Ono gambar lambange bintang
Ditinggal NU, saiki gembos

Bintange NU jumlahe songo
Bintang hitam, nomernya satu
Warga NU podo ilingo
Tak ada wajib nyoblos yang itu

Dino Rebo dino Jum’ah
Dino Sabtu dino bayaran
Ono NU ono pemerintah
Ngadepi pemilu, ayo gandengan tangan.64

Proses penggembosan NU menjelang pemilu 1987 bisa dikatakan

berhasil dengan menurunnya perolehan suara PPP dan naiknya perolehan suara

Golkar. Pada tiga kali pemilu sebelumnya, suara umat Islam tetap kurang lebih

stabil. Pada pemilu 1971 keempat partai Islam memperoleh 27,1% (2/3

63Ibid., 183-184.
64Ibid., 167.
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diantaranya untuk NU), pada pemilu 1977, ada kenaikan tipis menjadi 27,8%

dan pada pemilu 1982 turun sedikit menjadi 27,8%, namun pada pemilu 1987,

perolehan PPP menurun menjadi 16%.65

Para tokoh NU yang berusaha untuk “nggembosi” PPP merupakan

langakah balas dendam akibat kekecewaan terhadap Naro dan merupakan

langkah politik untuk tidak mendukung bahkan memfatwakan haram memilih

PPP dan mensukseskan Golkar untuk meraup suara terbanyak pemilu 1987.

Setelah Golkar memenangkan pemilu 1987, beberapa otonomi NU

semakin diperkuat dan diperhatikan oleh pemerintah. Karena kemenangan

pemilu tersebut salah satunya adalah pemilih NU ke Golkar maka beberapa

tokoh elit NU-pun diberi posisi penting di Golkar, seperti Abdurrahman Wahid

yang diangkat sebagai anggota MPR, padahal waktu itu Abdurrahman Wahid

masih menjabat sebagai ketua umum PBNU dan Slamet Effendi Yusuf yang

waktu itu masih menjadi ketua umum Gerakan Pemuda Ansor (GP-Ansor)

diangkat sebagai pimpinan Departemen Pemuda DPP Golkar.

Dari tegangnya politik yang mewarnai NU pasca Khittah merupakan

keterlibatan NU dalam urusan politik yang dimana para pengikut NU hanya

menjadi korban pemutaran mesin politik. Sikap netral yang diterapkan oleh NU

untuk tidak mendukung salah satu partai pun masih tidak jelas. Dari proses

penggembosan suara di PPP dan menggembungkan suara di Golkar apakah ini

masih dinamakan netral. NU pasca Khittah memang menempati posisi yang sulit

65Martin Van Bruinessen, NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian wacana Baru
(Yogyakarta: LkiS, 1999), 144.
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ketika sudah bertahun-tahun menggeluti dunia politik praktis kemudian

meninggalkannya begitu saja dengan para tokoh tokoh didalamnya masih

memiliki keinginan berpolitik yang masih kuat.


